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Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak 
menghapuskan sistem outsourcing. Putusan ini hanya memberikan 
penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
dalam pelaksanaan sistem outsourcing, yakni : Perjanjian kerja antara 
pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 
berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), tetapi berbentuk 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).serta Mengharuskan 
adanya penerapan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja 
yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing. Implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/20 adalah dalam 
melaksanakan Hubungan kerja berdasarkan PKWTT, diharuskan 
memberikan pesangon kepada pekerja yang mengalami putus hubungan 
kerja, selain itu dapat diberlakukan masa percobaan. Sementara bagi 
yang melaksanakan hubungan kerja berdasarkan PKWT, harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut, Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi 
pekerjaan dengan perusahaan outsourcing harus memuat syarat 
pengalihan   perlindungan hak pekerja, demikian juga antara perusahaan 
outsourcing dengan pekerjanya, Dalam hal terjadi penggantian 
perusahaan outsourcing, maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan 
perusahaan yang baru.  
 
Kata Kunci : Implementasi Hukum, Sistem, Outsourching, Putusan  
 Mahkamah Konstitusi 
 
PENDAHULUAN 
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan menciptakan 
produk dan jasa terkait dengan kompetensi utamanya, karena itu 
perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktifitas 
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penciptaan produk dan jasa di perusahaan tersebut. Dengan adanya 
konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan,  akan  
dihasilkan  sejumlah  produk  dan  jasa  yang  memiliki kualitas serta daya 
saing di pasaran2. 
Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan 
berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). 
Salah satu solusinya adalah dengan sistemd outsourcing, di mana dengan 
sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai 
sumber daya  manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pada tahun 1990, outsourcing mulai diidentifikasi sebagai suatu 
strategi kemitraan bisnis3. Namun, outsourcing belum dapat dikategorikan 
sebagai salah satu pola hubungan kemitraan berdasarkan pengertian 
kemitraan dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha  
yang disertai pembinaan dan    pengembangan dengan prinsip saling 
membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
Sedangkan outsourcing lebih merujuk pada suatu pengalihan resiko 
pengelolaan perusahaan khususnya di bidang tenaga kerja. 
Pelaksanaan outsourcing ini juga tidak pernah lepas dari aspek-
aspek keperdataan, yakni perikatan, khususnya perikatan yang bersumber 
                                                   
2 Zulfikar, Makalah: “Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Jakarta,20 Juni,2007,hlm.1. 
3 Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto,,Proses Bisnis 
Outsourcing,Grasindo,Jakarta 2004,hlm.1 
 
Implikasi Hukum Terhadap Sistem Outsourching….. Muslim 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2014 49 
 
dari  perjanjian, di mana dalam pelaksanaannya terjalin suatu hubungan 
kerjasama antara pihak-pihak yang berarti terdapat suatu kesepakatan 
antara pihak-pihak tersebut. Sifat hukum perjanjian yang hanya bersifat 
mengatur dan asas kebebasan berkontrak yang dianut memfasilitasi 
pelaksanaan tersebut. 
Dalam hukum positif di Indonesia, outsourcing dapat dilihat pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang 
pemborongan pekerjaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 
Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Istilah outsourcing memang tidak 
secara eksplisit digunakan, baik dalam KUHPerdata maupun UU 
Ketenagakerjaan, tapi makna yang dimiliki termuat dalam Pasal 1601b 
KUHPerdata dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. 
Outsourcing dalam penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat 
dipandang secara  jangka  pendek   saja.  Penggunaan   outsourcing  bagi  
perusahaan  pasti menimbulkan pengeluaran, risiko penyediaan dana 
management fee untuk perusahaan outsourcing. Outsourcing semestinya 
dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir 
karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan 
lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis 
sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, di mana  hal-hal intern 
perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak 
lain yang lebih profesional. Zulfikar4,  
                                                   
4 Zulfikar, op.cit.,hlm.3. 
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Pemborongan pekerjaan kemudian dalam perkembangannya tidak 
lagi berupa perjanjian mengenai bahan dan hasil pekerjaan, tetapi 
mengenai para pekerja yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan 
(outsourcing). Hal ini menyebabkan hubungan dalam pelaksanaan 
outsourcing baik implementasi pengaturannya maupun kedudukan hukum 
para pihaknya menimbulkan multi  tafsir karena aturan yang ada belum 
dapat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan outsourcing tertentu, dapat 
dipandang sebagai human trafficking, didasarkan pada asumsi dengan 
adanya perjanjian, dimana perusahaan yang satu memberikan pekerjanya 
dan perusahaan lainnya menyerahkan sejumlah uang, seolah-olah terjadi 
penjualan pekerja.  
Problematika mengenai outsourcing (Alih Daya) memang cukup 
bervariasi. Hal ini disebabkan penggunaan outsourcing (Alih Daya) dalam 
dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan 
yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi 
yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing 
yang telah berjalan tersebut. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan maupun 
peraturan-peraturan terkait seperti, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya mengemukakan 
tentang adanya hubungan kerja yang mungkin terjadi antara pengusaha 
(pemberi kerja) dengan pekerja/buruh melalui suatu lembaga/perusahaan 
penyalur tenaga kerja. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa 
perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai putusan Ultra Petita 
Mahkamah Konstitusi, dengan menganalisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, serta implikasi hukum terhadap tenaga 
kerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 
 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di 
Indonesia merupakan tuntutan atau konsekuensi teoritis dari perubahan 
yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dimana gagasan 
utama yang melandasi perubahan ini adalah keinginan untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara hukum (rule of law, rechstaat) dan negara 
demokrasi yang berlandaskan konstitusi. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun2004 
tentang Mahkamah Konstitusi, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi 
adalah : 
1. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman; 
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; 
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan 
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Untuk menjamin bahwa gagasan utama atau dasar pembentukan 
Mahkamah Konstitusi ini benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, 
maka Mahkamah Konstitusi diberi tugas, yang tercantum dalam 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Konstitusi yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau 
perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) 
agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak 
rakyat dan cita-cita demokrasi. 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menjaga 
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, yang juga merupakan 
koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu 
yang timbul oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam melaksanakan 
tugas sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi 
mempunyai kewenangan menangani perkara-perkara ketatanegaraan 
seperti yang tercantum dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 10 
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, yaitu : 
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
3. memutus pembubaran partai politik; 
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4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar sering disebut dengan judicial review. 
Namun, sebenarnya kewenangan ini disebut sebagai constitutional  
review, atau pengujian konstitusional5, mengingat bahwa kewenangan 
Mahkamah Konstitusi    adalah    menguji    konstitusionalitas    sebuah      
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem 
constitutional review, tercakup dua tugas pokok6, yaitu 
1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau 
“interplay” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Constitutional Review dimaksudkan untuk mencegah dominasi 
kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu 
cabang kekuasaan. 
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 
                                                   
5 Jimly Asshidiqqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekjend. 
Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, hlm. 493. 
6 Jimly Asshidiqqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai 
Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 10-11 
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kekuasaaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak 
fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. 
Berdasarkan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi dapat 
menyatakan bahwa materi rumusan suatu undang-undang tidak 
mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar. Begitupula terhadap suatu undang-undang secara 
keseluruhan, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya 
karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Melalui Penafsiran 
atau interpretasi terhadap Undang- Undang Dasar 1945, Mahkamah 
Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengkoreksi 
undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
bersama-sama dengan Presiden dalam penyelenggaraan negara yang 
berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. 
Dengan demikian, undang-undang  yang dihasilkan oleh legislatif dan 
eksekutif, diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari 
cabang yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi7 
 
Ruang lingkup Outsourcing 
Pada tahap meningkatnya persaingan usaha, berdampak tingginya 
risiko usaha dalam segala hal termasuk risiko ketenagakerjaan, inilah awal 
timbulnya pemikiran outsourcing pada dunia usaha. Pengertian 
                                                   
7 Ikhsan Rosyada P. Daulay, Mahkamah Konstitusi : Memahami 
Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006. 
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outsourcing secara khusus didefinisikan oleh Maurice F. Greaver II pada 
bukunya “Strategic Outsourcing, A Structured Outsourcing Decisions and 
Initiatives dijabarkan sebagai : “ Strategic use of outside to perform 
activities, traditionally handled by internal and respurcess ”. Dapat 
dijelaskan bahwa outsourcing merupakan suatu tindakan mengalihkan 
satu atau lebih kegiatan internal perusahaan dan pengambilan keputusan  
kepada  perusahaan  lain  yang  menyediakan  jasa  untuk  itu. Oleh 
karena kegiatan ini menggunakan sebuah kontrak, maka konsultan sangat 
dibutuhkan. Sementara dalam praktiknya, tidak hanya kegiatan tersebut 
yang dialihkan, melainkan seluruh faktor-faktor produksi dan pengambilan 
keputusan juga diberikan. Faktor-faktor produksi yang dimaksud yakni, 
fasilitas, peralatan, teknologi, termasuk para pekerja dan lain-lain. 
Pengambilan keputusan yang dimaksud yakni, tanggung jawab terhadap 
faktor-faktor produksi yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan yang 
dialihkan tersebut. 
Eugene Garaventa dan Thomas T, keduanya dari The College of   Staten 
 
Island, Amerika Serikat memberikan definisi sebagai berikut : 
“Outsourcing can be defined as the contracting out of functions, 
tasks, or services by an organization for the purpose of reducing its 
process burden, acquiring a specialized technical expertise, or 
achieving expense reduction.” 
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Bahwa outsourcing dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak untuk 
menyerahkan suatu fungsi, tugas, atau layanan kepada suatu lembaga, 
dengan tujuan mendapatkan hasil produksi lebih cepat, mendapatkan 
layanan langsung dari ahlinya, atau mengurangi biaya pengeluaran. 
Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto8 memberikan 
contoh penerapan outsourcing dalam berbagai aktivitas perusahaan, 
antara lain: di bidang logistik, di bidang akuntansi (pembukuan, proses 
data, audit internal, pembayaran gaji, perhitungan pajak, administrasi 
pension, penagihan piutang, dan lain-lain), di bidang manufaktur 
(pembuatan komponen, perakitan, dan lain-lain), di bidang pemeliharaan 
(jasa kebersihan, pemeliharaan mesin-mesin, dan lain-lain), di bidang 
sumber daya manusia. Untuk outsourcing di bidang sumber daya 
manusia, dapat ditempuh melalui outsourcing jasa atau outsourcing 
tenaga.  
Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ini praktik outsourcing 
dimaksud dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu melalui pemborongan 
pekerjaan dan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur 
dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan9 
Pasal  64  UU  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  perusahaan    
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
                                                   
8 Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto,2004,Proses Bisnis 
Outsourcing, Grasindo,Jakarta,hlm.61. 
9 Marwati Riza,2009,Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di 
Luar Negeri,As Publishing,Makassar,hlm.122 
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pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
 
Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- 
IX/2011.  
 
Dalil Permohonan sebagai berikut : 
a. Efisiensi secara berlebihan untuk meningkatkan infestasi guna 
mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan upah murah, 
buruh kontrak, sebagai bentuk perbudakan jaman modern; 
b. Buruh kontrak kehilangan hak-hak tunjangan kerja, jaminan kerrja dan 
jaminan sosial; 
c. Pasal 59 di kaitkan dengan pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003, buruh 
dilihat komoditi atau sebagai barang dagangan di pasar tenaga kerja, 
hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Setiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”; 
d. Hubungan kerja berdasarkan PKWT buruh ditempatkan sebagai faktor 
produksi semata mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputuskan 
hubungan kerja nya ketika tidak dibutuhkan; 
e. Pemborongan pekerjaan menjadikan pekerja sebagai sapi perah para 
pemilik modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan”; 
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f. Konstruksi hukum outsourcing merupakan perbudakan karena pekerja 
dijual kepada pengguna dengan jumlah uang; 
g. Perusahaan Outsourcing menggunakan PKWT tidak menjamin adanya 
kelangsungan pekerjaan sehingga kontiunitas pekerjaan menjadi 
persoalan bagi pekerja outsourcing jelas bertentangan dengan pasal 
27 ayat(2) UUD 1945; 
h. Outsourcing dalam pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003 menunjukkan ada 
2 macam outsourcing, yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya yang 
dilakukan oleh pemborong dan outsourcing mengenai pekerjanya yang 
dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja; 
i. Outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja antara perusahaan 
penyedia   jasa   pekerja   dengan   pekerjanya,   yang   sebenarnya 
tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya perintah, 
pekerjaan dan upah; 
j. Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003 tidak sesuai 
dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) 
UUD 1945; 
k. Bahwa karena Pasal 65 dan Pasal 66 U UUK No.13 Tahun 2003 ada 
kaitannya dengan Pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya Pasal 65 dan 66 UUK 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga bertentangan 
dengan Pasal  27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) 
UUD 1945; 
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Konstruksi  Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 
1. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan atau menilai : 
a. hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang 
melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT yang 
memperoleh pekerja dari perusahaan lain bertentangan dengan 
UUD1945; 
b. Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang 
menyediakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT bertentangan  
UUD 1945; 
2. Dalam praktiknya ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk kriteria 
pekerjaan yang sifatnya sementara dan pengusaha atau perusahaan 
yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan lain juga menghadapi 
persoalan yang sama dalam hubungannya dengan pekerja/buruh yang 
dipekerjakan dalam jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan 
waktu tertentu. 
3. Sehingga wajar bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan 
pekerja/buruh karena tidak mungkin bagi pengusaha untuk 
mempekerjakan secara terus menerus dengan membayar gajinya 
padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan; 
4. Kondisi yang demikian pekerja/buruh sudah harus memahami jenis 
pekerjaan yang dikerjakannya dan menandatangani PKWT, yang 
mengikat para pihak. Perjanjian demikian tunduk pada ketentuan Pasal 
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1320 hukum Perdata. 
5. Untuk melindungi pekerja/buruh dalam keadaan lemah karena 
banyaknya pencari kerja di Indonesia peran pemerintah menjadi 
sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan 
Pasal 59 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan. 
6. Permasalahan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tentang 
Ketenagakerjaan adalah merupakan persoalan implementasi bukan 
konstitutionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata 
ke Pengadilan Hubungan Industrial 
7. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 59 UU No. 13 
tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
8. Ketentuan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang No. 13 tentang 
Ketenagakerjaan dalam praktek menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain, jenis pekerjaan demikian disebut 
pekerjaan outsourcing dan perusahaan yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing disebut perusahaan outsourcing serta pekerja 
yang melaksanakan pekerjaan demikian disebut pekerja outsourcing. 
9. Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua jenis pekerjaan outsourcing 
yaitu oursourcing sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui 
perjanjianpemborongan pekerjaan dan outsourcing penyedia jasa 
pekerja/buruh. 
10. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian 
kerja secara tertulis antara perusahaan outsourcing dan pekerja/buruh 
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yang dipekerjakannya baik berdasarkan PKWT maupun berdasarkan 
PKWTT. 
11. Norma yang terkandung dalam Pasal 65 dan 66 UU No. 13 Tahun  
2003 Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih lanjut adakah 
ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan 
hak –hak pekerja yang dijamin konstitusi dalam hal ini hak pekerja 
outsourcing dilanggar sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(2) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 
12. Mahkamah Konstitusi menimbang posisi pekerja outsourcing 
menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dengan perusahaan berdasarkan PKWT. Selain 
adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan pekerja akan 
mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena 
tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan 
penyedia jasa outsourcing sehingga berdampak pada hilangnya 
kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan 
tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya. 
13. Diteliti dari aspek konstitusionalitas hak pekerja yang dilindungi oleh 
hak konstitusi dalam hubungan kerja antara pekerja outsourcing 
dengan pekerja/buruh dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian 
hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja 
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14. hal ini terjadi karena dengan berakhirnya pekerja pemborongan atau 
berakhirnya masa kontrak penyedia pekerja/buruh maka dapat 
berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan 
pekerja/buruh sehingga pekerja buruh kehilangan pekerjaan dan hak- 
hak lainnya yang seharusnya diperoleh. 
15. Untuk menghindari pengusaha melakukan eksploitasi pekerja 
Mahkamah Konstitusi perlu menentukan model yang dapat 
dilaksanakan untuk melindungi hak pekerja/buruh. 
a. Mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan    yang   melaksanakan   pekerjaan   outsourcing    
tidak berbentuk PKWT melainkan berbentuk PKWTT; 
b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakanpekerjaan outsourcing. 
16. Dalam model kedua diterapkan antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan melakukan  pekerjaan melalui  PKWT maka  pekerja 
harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai 
pekerja dengan menerima prinsip pengalihan tindakan perlindungan 
bagi pekerja/buruh. 
17. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh yang diterapkan diharapkan 
untuk melindungi pekerja outsourcing dari kesewenang-wenangan 
pemberi kerja. 
18. Maka selama pekerjaan yang diperintahkan masih ada dan berlanjut 
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perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak  
kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah ketentuan yang ada 
dalam kontrak kerja. 
19. Melalui prinsip pengalihan perlindungan pekerja/buruh tidak saja 
memberikan kepastian akan kontiunitas pekerjaan pada pekerja 
outsourcing tapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek 
yang lainnya karena para pekerja outsourcing tidak diperlakukan 
sebagai pekerja baru. 
20. Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan 
pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan 
yang sama perses dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja 
maka perusahaan pemberi kerja harus mengatur agar pekerja 
outsourcing menerima fair benefits and welfare tanpa diskriminasi 
dnegan perusahaan pemberi kerja. 
21. Pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf b UU No. 13 bertentangan 
secara bersyarat dengan UUD 1945 (Conditionally Unconstitutional) 
 
KERANGKA PIKIR MAHKAMAH KONSTITUSI  
Mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 dan 66 mengakibatkan 
terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin 
konstitusi dalam hal ini hak pekerja outsourcing dianggap bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 
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1. Posisi pekerja outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja 
apabila hubungan kerja berdasarkan PKWT 
2. Tidak ada kepastian masa kerja yang telah dilakukan karena tidak 
diperhitungkan akibat bergantinya perusahaan outsourcing 
3. Hilangnya memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai 
dengan masa kerja dan pengabdiannya 
4. Model perlindungan pekerja outsourcing : 
a. Mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 
berbentuk PKWT melainkan berbentuk PKWTT; 
b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing 
5. Prinsip pengalihan perlindungan pekerja tidak saja memberikan 
kepastian kontiunitas bekerja tetapi juga memberikan perlindungan 
terhadap aspek yang lainnya, pekerja tidak diperlakukan sebagai 
pekerja baru. 
6. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan 
frasa”...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) 
huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi 
pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 
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pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan 
borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; 
7. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam pasal 65 ayat (7) dan 
frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) 
huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut 
tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi   
pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 
pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan 
borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh. 
 
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- 
IX/2011 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, menyatakan 
bahwa     ada     model     yang     harus     dipenuhi     dalam     perjanjian  
kerja outsourcing yaitu Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian 
kerja antara       pekerja       dan       perusahaan       yang       
melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja 
waktu tertentu (“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak  
tertentu (“PKWTT”). Kedua, terkait dengan penerapan prinsip pengalihan 
tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
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menyiratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin kedudukannya 
dalam perusahaan pengguna karena perjanjian kerjanya bersifat PKWTT 
atau tetap. 
Namun demikian, masalah kemudian timbul secara yuridis, yaitu 
siapakah sebenarnya para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, 
sebab seperti dikemukakan sebelumnya, perjanjian kerja outsourcing 
dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja outsourcing, 
di samping sifat dan jenis pekerjaan outsourcing pada dasarnya bukan 
untuk pekerjaan pokok dan oleh karenanya disubkontrakkan. Tidak 
adanya jaminan kepastian pekerja outsourcing bekerja terus menerus juga 
oleh karena sifat pekerjaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan 
perusahaan pengguna, walaupun tidak dapat dipungkiri ada beberapa 
penyimpangan dalam hal ini. Bagi    perjanjian    kerja    yang     sudah     
diberikan     kepada  pekerja outsourcing sebelum diberlakukannya 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu tidak masalah; oleh karena 
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut berdasarkan Surat 
Edaran Menteri No. B.31/PHI.JSK/2012. Akan tetapi permasalahan akan 
timbul setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang 
telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri No B.31/PHI.JSK/I/2012 
yang menyebutkan  bahwa  harus  ada  proses Transfer Of Undertaking 
Protection Of Employment atau TUPE, yang dipersyaratkan dalam 
Perjanjian Kerja Outsourcing apabila sifatnya berupa Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu. Bagi sebagian besar kalangan perusahaan pengguna, hal 
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ini tentu memberatkan; karena alasan semula mempekerjakan pekerja 
outsourcing adalah berdasarkan kebutuhan dan sifat tentatif dari 
pekerjaan yang diperjanjikan. 
Bagi kalangan perusahaan pengguna, sebenarnya hal tersebut 
membebaskannya dari kewajiban mempekerjakan pekerja outsourcing 
yang masa kerjanya habis sebelum masa kontraknya habis. Pada lain sisi, 
bagi pekerja outsourcing, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
dianggap makin melegalkan outsourcing di Indonesia, dan terutama tidak 
disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Surat Edaran 
Menteri mengenai pekerjaan apa saja yang dapat dioutsourcingkan. 
Konsekuensi  yuridis normatif dengan diberlakukannya Putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai pekerja outsourcing adalah bahwa semua 
perusahaan penyedia jasa harus mempekerjakan pekerja  outsourcing  
sebagai pekerja tetap, sedangkan sifat pekerjaan yang dioutsourcingkan 
biasanya tergantung tingkat dan jenis kebutuhan. 
Dalam memberikan suatu pekerjaan bagi pekerja, perusahaan 
penyedia jasa sangat tergantung kepada kebutuhan perusahaan 
pengguna. Model  kontrak outsourcing berpeluang memunculkan 
sengketa perburuhan, hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki 
perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai status pekerja dari 
perusahaan penyedia jasa. Konfllik hubungan kerja ini bahkan terus 
berlanjut hingga terjadi  perselisihan hubungan industrial yang dibawa 
hingga tingkat kasasi. 
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Permasalahan lain dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja 
adalah mengenai sanksi. UU No. 13/2003 tidak memuat mengenai sanksi 
terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai 
perjanjian kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja 
untuk menuntut hak-haknya secara hukum, apabila terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut. Oleh 
karenanya wajar apabila terjadi pekerja yang bekerja terus menerus 
dengan sistem  kontrak yang diperbaharui, atau bahkan kemudian 
dialihkan menjadi pekerjaoutsourcing yang konsekuensi sanksi hukumnya 
lebih mudah dihindari oleh  perusahaan  pengguna.   Bergantungnya   
perjanjian   kerja   bagi   pekerja outsourcing dengan perjanjian kerjasama 
antara perusahaan pengguna dengan perusahaan penyedia jasa 
outsourcing, seperti dapat ditarik analogi berdasarkan  hubungan 
accessoir dalam  kedua  perjanjian  tersebut. Artinya perjanjian kerja 
outsourcing sangat bergantung pada perjanjian kerjasama perusahaan 
pengguna dan penyedia jasa. 
Apabila perjanjian kerjasamanya berakhir sebelum waktu yang 
diperjanjikan, maka perjanjian kerjaoutsourcing juga dengan demikian 
menjadi berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pokoknya 
yaitu perjanjian kerjasama antara perusahaan pengguna dan perusahaan 
penyedia jasa.Sebenarnya konsekuensi apabila tidak sesuai dengan 
syarat-syarat perjanjian kerja berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja 
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waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan 
dengan demikian para pekerjanya bukan lagi menjadi pekerja kontrak 
tetapi di angkat menjadi pekerja tetap. Masa kerja pekerja tersebut pun 
dimulai sejak pertama kali pekerja tersebut diterima bekerja. Akan tetapi 
ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang membatasi pekerja yang bekerja dengan dasar perjanjian kerja 
waktu tertentu secara terus menerus dan demi hukum akan berubah 
status menjadi pekerja tetap yang diikat dengan perjanjian     kerja     
waktu     tertentu     serta     ketentuan     mengenai pekerja outsourcing 
yang kedudukannya dapat beralih menjadi pekerja di perusahaan 
pengguna apabila terjadi pelanggaran ketentuan pasal dalam undang-
undang ketenagakerjaan tersebut mengenai outsourcing, mengakibatkan 
akal-akalan yang terjadi selama ini adalah mempekerjakan mereka 
kembali dengan status pekerja baru dengan memberikan masa jeda 
selama beberapa bulan  sebelum pekerja tersebut dipekerjakan kembali. 
Hal tersebut tentu sangat merugikan pekerja, sebab status dan kedudukan 
pekerja menjadi tidak jelas serta tidak ada kepastian hukum bagi pihak 
pekerja itu sendiri.Sebenarnya keluhan lain datang dari pihak perusahaan 
penyedia jasa pekerja outsourcing. 
Ada tiga hal penting yang dikritik. Pertama, putusan Mahkamah 
Konstitusi mengukuhkan keberadaan outsourcing dalam sistim 
ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja masih bekerja di perusahaan 
penyedia (agent)  tenaga  kerja  bukan  di  perusahaan   pengguna   
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tenaga   kerja   (user). Kalangan serikat pekerja lebih menginginkan 
outsourcing yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja (bukan 
borongan) dihapuskan. Sehingga pekerja bekerja di perusahaan 
pengguna tenaga kerja secara langsung tanpa outsourcing. 
Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi memperkecil jarak benefit 
yang diperoleh pekerja outsourcing dengan pekerja tetap dengan jenis 
pekerjaan sama. Meminimalisir diskriminasi penting, sehingga prinsip 
equal job equal pay dapat diterapkan. Dalam konteks ini, tetap saja 
pekerja outsourcing sulit beralih posisi menjadi pekerja di perusahaan 
pengguna tenaga kerja. Ketiga, posisi tawar pekerja outsourcing sangat 
lemah terutama membentuk serikat buruh. Ketika pekerja ingin menuntut 
kenyamanan di tempat kerja, pekerja bingung akan menuntut kemana; 
perusahaan penyedia atau pengguna tenaga kerja. 
 
Implikasi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentunya 
akan memberikan implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing 
yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis 
lakukan dengan bapak Muhammad Basir selaku Kepala Bidang Hubin 
Syaker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sul-Sel, 
beliau mengemukakan bahwa kalangan pekerja dan pengusaha masih 
berbeda pandang melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian 
UU Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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mencoba menindaklanjuti putusan MK No 27/PUU-IX/2011 itu melalui 
Surat Edaran Menteri Nomor B.31/PHIJSK/2012 tentang   Outsourcing   
dan    Perjanjian    Kerja    Waktu    Tertentu    (PKWT). Mahkamah 
Konstitusi menegaskan outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar 
dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi pekerja 
yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh 
kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak  
dieksploitasi,  Mahkamah  menawarkan  dua  model outsourcing. 
Meskipun dua model usulan Mahkamah diarahkan untuk melindungi 
pekerja, kalangan buruh merasa belum cukup. Tenaga outsourcing dalam 
pekerjaan yang sifatnya bukan borongan atau tidak selesai dalam sekali 
waktu tetap diperbolehkan. Inilah yang merisaukan kalangan pekerja dan 
menilai putusan Mahkamah Konstitusi makin melegalkan praktik 
outsourcing. 
Penulis berpendapat bahwa dengan adanya putusan MK terkait 
dengan uji materil Pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, 
berimplikasi terhadap beberapa hal terkait dengan adanya bentuk 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja. pertama terkait dengan hubungan 
kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pekerja yang 
putus hubungan kerja harus mendapat pesangon selain itu dapat 
diberlakukan masa percobaan. Perjanjian kerja  antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan Outsourcing harus memuat syarat 
pengalihan perlindungan hak pekerja demikian juga antara perusahaan 
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Outsourcing dengan pekerjanya. Dalam hal terjadi penggantian 
perusahaan Outsourcing, maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan 
perusahaan yang baru. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan 
lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru. 
Tidak boleh ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan pekerja outsourcing pada pekerjaan yang 
sama. 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Muhammad Basir 
selaku Kepala Bidang Hubin Syaker pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Pemprov Sul-Sel, beliau mengemukakan bahwa walaupun 
masih memiliki beberapa kelemahan, setidaknya, dengan hadirnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 telah memberikan 
dampak positif terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. 
Terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal PHI dan 
JAMSOS NO. B. 31/PHIJSK/I/2012, yang menentukan bahwa, perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana  yang diatur dalam Pasal  59  
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku. 
Selanjutnya dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka : 
a. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima 
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pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap 
ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan 
lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka 
hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau 
perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya 
harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT). 
b. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima 
pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap 
ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan 
lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka 
hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya 
dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
c. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 
tanggal 17 Januari 2012 tersebut, serta dengan mempertimbangkan 
keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka 
PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan 
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pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang 
diperjanjikan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, 
tidak menghapuskan sistem outsourcing. Putusan ini hanya 
memberikan penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem outsourcing , yakni: 
a. Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian 
kerja waktu tertentu (“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu (“PKWTT”). 
b. Mengharuskan adanya penerapan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing. 
2. Implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/20 adalah dalam 
melaksanakan Hubungan kerja berdasarkan PKWTT, diharuskan 
memberikan pesangon kepada pekerja yang mengalami putus 
hubungan kerja, selain itu dapat diberlakukan masa percobaan. 
Sementara bagi yang melaksanakan hubungan kerja berdasarkan 
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PKWT, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan 
perusahaan outsourcing harus memuat syarat pengalihan   
perlindungan hak pekerja, demikian juga antara perusahaan 
outsourcing dengan pekerjanya 
b. Dalam hal terjadi penggantian perusahaan outsourcing, maka 
kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru. 
c. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan lama harus tetap 
dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru. 
d. Tidak boleh ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja outsourcing pada 
pekerjaan yang sama. 
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